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BAB III 

UPAYA DAN HAMBATAN DALAM ADVOKASI 

MASALAH FGM DI GAMBIA 

 Bab ini akan menjelaskan tentang hambatan dan usaha-
usaha yang dilakukan oleh The Gambia Comittee on 

Traditional Practice Affecting The Health of Women and 

Children (GAMCOTRAP) dalam usahanya melkaukan 

advokasi masalah FGM di Gambia. Sebagai NGO, 
GAMCOTRAP juga membutuhkanduk ungan dari pemerinth 

dan pihak-pihak lainnya dalam melakukan tugasnya untuk 

mengadvokasi masyarakat terkait masalah FGM tersebut. 
Kebanyakan NGO lokal akan menggunakan taktik 

Transnational Advocacy Network sebagai sarana mereka 

melakukan advokasi karena memiliki dampak yang sangat 
signifikan dikarenakan NGO lokal kurang memiliki vokal point 

untuk bisa merubah suatusistem yang ada di masyarakat 

terlebih lagi jika hal itu sudah mendarah daging. Konsep yang 

umumnya mudah diterima masyarakat adalah symbolic politic 

& leverage politics. 

A. Upaya NGO Di Gambia Untuk Menghapuskan 

FGM 

 Upaya yang dilakukan tidak hanya datang dari NGO 

lokal yang ada di Gambia, namun juga berasal dari NGO 

Internasional yang terjun langsung atau melaksanakan program 

yang berkolaborasi dengan NGO lokal guna memperlancar 
proses advokasi yang dilakukan oleh NGO karena adanya rasa 

percaya yang tertanam oleh masyarakat terhadap NGO lokal 

yang memang sedari awal telah membantu mereka untuk 
menyelesaikan masalah FGM yang ada di Gambia, sehingga 

dengan digandengnya NGO lokal oleh NGO Internasional ini 

tidak hanya menarik minat masyarakat terhadap program-
program yang kelak akan di luncurkan oleh NGO tersebut 

namun juga membantu NGO lokal tersebut dengan penyediaan 
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fasilitas. Karena umumnya NGO lokal sangat memiliki 
keterbatasan terhadap ketersediaan fasilitas untuk 

melaksanakan program-program mereka. 

 Upaya yang datang dari dunia internasional telah di 

mulai padapertengahan tahun 1980an, NGO lebih di dorong 
untuk dapat meningkatkan sensitifitas masyarakat terhadap 

program yang mereka jalankan dan diawasi dengan seksama. 

Namun, pada tahun 2010 Agensi Hubungan NGO dipindahkan 

ke kantor kepresidenan yang membuat semua NGO harus 
mematuhi standar pertumbuhan pemerintahan yang akhirnya 

malah membatasi aktivitas mereka dan keberhati-hatian NGO 

dalam mempublikasikan kinerja mereka. Dengan banyaknya 
NGO lokal dan internasional yang bekerja di ranah FGM baik 

yang memiliki asosiasi secara langsung maupun tidak, ada 

beberapa NGO yang memiliki mandat khusus untuk menangani 
masalah FGM di Gambia seperti Association for Promoting 

Girls’ and Women’s Advancement (APGWA), BAFROW, 

GAMCOTRAP, Tostan dan Wassu Gambia Kafo serta 

ActionAid dan Activista and Future In Our Hand (FIOH) 
kemudian UNICEF dan UNFPA menyokong pendanaan yang 

secara khusus di berikan melalui program bersama (28 Too 

Many, 2015). 

 Dikarenakan usaha NGO dalam melakukan 
kampanye anti FGM ditangani oleh jaringan NGO yang lemah 

dengan akuntabilitas yang rendah serta keterbatasannya dalam 

keterlibatan kepolitikan maka Women’s Bureau and Ministry of 

Women’s Affairs telah mengembangkan rencana nasional untuk 
mengakselerasi ketidak perdulian terhadap FGM sebagai usaha 

untuk mengkoordinasi para aktivis dari rekan kerja 

pertumbuhan untuk melindungi hak dari perempuan, usaha ini 
juga didukung oleh UNICEF dan UNFPA dengan mengadakn 

program bersama termasuk sebagai target untuk melampaui 

legalisasi terhadap FGM (Women's Bureau/UNDP, 2014). 
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B. Pendekatan-Pendekatan Yang Dilakukan Oleh 

NGO Di Gambia 

1. Health Risk/Harmful Traditional Practice (HTP) 

Approach 

Merupakan trategi yang lebih menekankan pada 

konsekuensi yang akan di terima oleh para korban 

FGM. Namun, dengan menggunakan pendekatan ini 

kebanyakan akan menghadapi tantangan yang berasal 
dari masyarakatnya sendiri dikarenakan hal tersebut 

dilihat sebagai norma yang berlaku di masyarakat 

(Winterbottom, Koomen, & Burford, 2009). 

2. Addressing The Health Complicactions of FGM 

Pendekatan ini digunakan oleh BAFROW di 
beberapa klinik perempuan yang tersebar di Gambia, 

namun pendekatan ini kemudian lebih diarahkan ke 

penelitian dan kompilasi kesehatan serta pelatihan 
untuk tenaga medis dan murid dari pendidikan 

kesehatan untuk melakukan sunat kepada anak-anak 

dengan lebih sedikit ritual (UNICEF, 2005). 

3. Educating Traditional Excisors and Offering 

Alternative Income 

Di Gambia masih terikat erat dengan budaya yang 
menganggap siapapun yang terikat dengan FGM adalah 

mereka yang memiliki kedudukan di kehidupan 

sosialnya baik itu si pelaksana upacara ataupun yang 
melaksanakan tradisi ini, FGM juga dianggap sebagai 

penghormatan terhadap tetua dan juga sebagai 

penghubung antara wanita terhadap komunitasnya (28 

Too Many, 2015). Selain dari faktor diatas, ada juga 
kepentingan pribadi bagi oknum yang tetap 

melanjutkan praktik ini di Gambia, dikarenakan 

pemasukan terbesar mereka berasal dari bekerja 
sebagai pelaksana sunat dan umumnya lebih tinggi 

daripada mereka bekerja sebagai perawat ataupun 

tenaga kesehatan, selain mereka dapat meningkatkan 
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kesejahteraan ekonominya mereka juga dapat 
meningkatkan status sosial mereka dengan bekerja 

sebagai pelaksana sunat (Office of the Senior 

Coordinator for International Women's Issue, 2001) 

GAMCOTRAP yang merupakan bagian dari 
Komite Nasional Antar-Afrika memiliki peran penting 

dalam menyadarkan masyarakat tentang efek buruk 

dari praktik FGM dengan menggunakan berbagai 

strategi yang ada ditingkat akar rumput berdasar pada 
mode komunikasi dan bahasa lokal. GAMCOTRAP 

telah mengatur pelatihan dan program-program lainnya 

termasuk penayangan video untuk menyediakan 
informasi dan efek yang menyakitkan dari praktik ini. 

Secara tidak langsung, ini merupakan kampanye guna 

menghapuskan praktik ini terhadap perempuan, 
pemimpin komunitas, pemuda/i dan anak-anak. Mereka 

juga telah melaksanakan program-program tentang 

bahayanya praktik untuk dukun bersalin tradisional 

yang ada di beberapa desa. Pelatihan yang setidaknya 
dilakukan dalam kurun waktu seminggu ini telah 

berhasil merangkul 5.000 perempuan di Gambia. 

Seminar ini ditujukan agar dapat menjangkau seluruh 
penduduk agar subjek yang dulunya dianggap tabu 

dapat dibahas secara terbuka oleh masyarakat dan juga 

GAMCOTRAP berusaha menjangkau kalangan anak-

anak dengan penggunaan materi audio-visual dan teater 
di sekolah mereka (Office of the Senior Coordinator for 

International Women's Issue, 2001)   

4. Alternative Rites of Passage (ARP) 

Pendekatan ini diperuntukkan untuk para grup etnis 

dimana FGM dijadikan patokan utama perempuan 
untuk dapat dikatan dewasa, pendekatan yang dinilai 

menunjukkan tingkat kesuksesan yang cukup besar 

adalah Alternative Rites of Passage (ARPs) yaitu 
sebagai ritual pengganti yang tetap menggunakan 

tradisi budaya namun menghilangkan penyunatannya. 
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Namun kesuksesan dari ARPs ini tergantung dari 
tingkat FGM yang di praktikkan di daerah tersebut, jika 

tidak maka ARPs akan memiliki dampak yang terbatas 

sehingga tidak berguna dan ARPs ini di dampingi oleh 
pendidikan yang mengkaitkan keseluruhan masyarakat 

yang kemudian akan mengarahkannya ke perubahan. 

5. Religious-Oriented Approach 

Dikarenakan mayoritas penduduk di Gambia 

adalah pemeluk Agama Islam sehingga sebagian besar 
dari mereka menganggap bahwa FGM merupakan 

“kewajiban agama” dalam Islam, meskipun tidak 

semua masyarakat menganggap dan mempraktikan 

FGM karena menurut penelitian jangka panjang yang 
dilakukan oleh WHO di dalam Quran pun tidak ada 

mengacu pada FGM sehingga mayoritas dunia Muslim 

tidak mengikuti praktik ini (National Women’s Bureau 
Office of the Vice President, 2002). Keterlibatan 

pemimpin agama dalam usaha penghapusan praktik ini 

telah dibatasi karena sifat ultra-sensitif yang dimiliki 
oleh korban FGM. Sehingga akibatnya, lobi yang 

dilakukan oleh pihak yang pro-FGM Islam kemudian 

diizinkan untuk tetap beroperasi di wilayah tersebut. 

Keterlibatan para pemimpin agama dan cendikiawan 
dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai 

perubahan dan diperuntukkan sebagai  penafsir dan 

menjelaskan tentang sunat perempuan dalam Hadits, 
agar mereka dapat memberikan pengertian ke 

masyarakat (National Women’s Bureau Office of the 

Vice President, 2002) 

6. Legal Approach 

Pendekatan ini dilakukan dengan NGO melakukan 
lobby ke pemerintahan guna menetapkan legalitas dari 

hukum yang melawan adanya praktik FGM serta 

mengadvokasi keefektifan pemaksaan dari legalitas 

semacam itu. Hal ini dilakukan oleh GAMCOTRAP 
dan the Child Protection Alliance (CPA) untuk 
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melobby pemerintah terkait dengan legalitas hukum 
yang melawan FGM serta yang melibatkan hukum 

terhadap anak seperti Children’s Act (2005). FLAG 

juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran akana 
danya kerangka kerja yang melindungi hak-hak wanita 

dan terlibat dalam perumusan rancangan peraturan 

terkait FGM di Parlemen (28 Too Many, 2015). 

7. Rights Approach/ ‘Community Conversations’/ 

Intergenerational Dialogue 

Pendekatan ini digunakan bersamaan dengan 
pendekatan lainnya dan pendekatan ini didasarkan pada 

Teori Pengabaian Sosial oleh FGM yang berasal dari 

teori perubahan sosial dibalik ritual mengikat kaki di 
China (Mackie, 1996). Komponen dari teori ini 

termasuk :  

 Pendekatan yang tidak menghakimi Hak Asasi 

Manusia 

 Peningkatan kesadaran komunitas terhadap 

praktik yang menyakitkan 

 Keputusan untuk meninggalkan FGM adalah 

keputusan bersama oleh komunitas 

 Persyaratan dari komunitas publik atas afirmasi 

tentang pengabaian 

 Difusi keputusan antar komunitas 

 Lingkungan yang mendukung adanya 

perubahan termasuk komitmen dari 

Pemerintah (Wilson, 2013). 

8. Promotion of Girls’ Education to Oppose FGM 

Pendidikan menjadi strategi jangka panjang yang 
sangat efektif untuk melawan FGM, banyak NGO yang 

menggaet sekolah-sekolah untuk meningkatkan 

kesadaran atas hak-hak anak-anak dan bahaya dari 
FGM mereka juga mempunyai program sekolah yang 

meningkatkan kesadaran atas hak-hak perempuan (28 

Too Many, 2015). 
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9. Media and Communication 

Dikarenakan adanya pembatasan atas kebebasan 

untuk media beberapa NGO menggunakan jaringan 

media untuk melakukan promosi atas kegiatan anti-

FGM. Penggunaan media tradisional seperti griots 
sangat dipahami kepentingan dan kegunaanya bagi 

beberapa NGO. UNFPA mendukung APGWA dalam 

melatih komunikator tradsional, termasuk 
mengembangkan materi video untuk mensosialisasikan 

sebagai alat untuk kepekaan lebih jauh dan peningkatan 

kesadaran, GAMCOTRAP telah mengembangkan 

pendekatan ini sedemikian rupa dan Tostan bekerja di 
bidang program radio untuk mendekatkan masyarakat 

dengan pesan-pesan mereka (28 Too Many, 2015). 

10. Working With Men and Boys 

Banyak NGO di Gambia yang mengerti bahwa 

perubahan sosial dan tradisi harus melibatkan semua 
kalangan dari masyrakat yang tidak hanya melibatkan 

perempuan dan wanita, namun juga laki-laki dan pria 

yang secara terng-terangan terlibat dalam program 

yang dibuat oleh Tostan, APGWA dan GAMCOTRAP. 

C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh NGO 

Hal yang menjadi tantangan  terbesar oleh NGO 

datang dari pandangan masyarakat tentang FGM itu 

sendiri, yang dapat datang dari berbagai sudut pandang 

penting seperti pendidikan, agama dan media yang 

dapat diakses oleh masyarakat. 

1. Pendidikan 

Sistem pendidikan formal yang diampu oleh 

pemerintahan Gambia adalah 9 tahun dengan 

pendidikan dasar, kemudian 3 tahun pendidikan 
sekolah menengah pertama serta pendidikan 

sekolah menengah atas. Pendidikan sekolah 

menengah di dukung oleh sektor swasta, 



43 
 

 

pemerintah sedang mengusahakan sekolah dengan 
bantuan biaya dan ada beberapa sekolah tingkat 

menengah pertama yang akan berstandar 

internasional, sekolah tingkat menegah pertama 
yang bebas biaya bagi anak-anak belum terwujud 

setelah dijanjikan oleh pemerintah pada tahun 2014 

dan pada tahun 2020 pemerintah menargetkan 

untuk membebaskan biaya pendidikan di segala 
tingkat pendidikan bagi anak perempuan dan laki-

laki (Jallow, 2014). 

Ada beberapa sektor swasta yang menawari 

pelatihan pasca sekolah menengah dikarenakan 
sekolah masih dianggap sebagai hal yang sangat 

sulit bagi banyak keluarga. Infrastruktur yang ada 

di daerah pedesaan juga menjadi penyumbang 
terbesar atas masalah akses pendidikan terlebih lagi 

jika memasuki musim penghujan yang membuat 

jalanan menjadi sulit diakses, ada beberapa pihak 

yang berusaha menanggulani masalah ini termasuk 
Jole Riders yang menyediakan sepeda bagi anak-

anak yang akan bersekolah. 

Selain melalui pendidikan formal, anak-anak di 

Gambia juga menerima pendidikan non-formal 
berupa Madrasah atau sekolah arab yang 

mengajarkan tentang agama islam. Bagi sebagian 

orang, madrasah menjadi peran penting bagi 

pembentukan moral dan perkembangan spiritual 
anak-anak, dan sistem pendidikan formal dilihat 

sebagai ‘an instrument of cultural domination’ 

(UNESCO, t.thn.). Kesempatan belajar bagi 
perempuan telah di pelopori oleh madrasah-

madrasah dikarenakan adanya tradisi dominasi 

oleh laki-laki, kesekretariatan Umum untuk 
Pendidikan Islam/Arab telah menghimbau untuk 

melibatkan perempuan dalam dunia pendidikan 

(Women's Bureau/UNDP, 2014). 
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Menurut UNICEF, pencapaian dari pendidikan 
sendiri itu bukan untuk merubah sikap dan 

praktiknya namun lebih berperan sebagai variabel 

mediasi dimana yang lain mendifusi informasi baru 
dan beroperasi. Perempuan yang berpendidikan 

akan lebih bisa untuk menolak dan berpengetahuan 

tentang dampak dari FGM dan hak-hak yang 

mereka miliki. GAMCOTRAP bekerjasama 
dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Lanjutan 

sejak tahun 2011 telah berusaha melibatkan FGM 

kedalam kurikulum pendidikan dan 
memperkenalkan pengajaran FGM sebagai salah 

satu komponen kemampuan dalam silabus resmi. 

Pelatihan diadakan untuk guru-guru pada tahun 
2011 untuk mendiskusikan masalah yang 

memungkinkan dari FGM dan bertujuan untuk 

memasukkannya kedalam silabus. 

2. Agama  

Gambia merupakan negara yang sekuler 
dimana ia membebaskan masyarakatnya untuk bebas 

beragama. Terkait masalah agama banyak sekali 

perdebatan tentang keabsahan legalitas FGM untuk 

dilakukan atau tidak, walaupun sudah dipastikan ada 
dibawah Islam tetapi tetap banyak masyarakat muslim 

di Gambia yang tidak melakukannya dikarenakan 

mereka menganggap hal tersebut tidak ada di dalam Al-
Quran. Di Gambia mereka yang non-muslim 

melaksanakan FGM dikarenakan budaya buatan yang 

diakibatkan pernikahan dengan lelaki muslim. 

Dalam perkumpulan pemuda yang diadakan di 

Banjul pada Oktober 2014,sarjana islam bernama 
Hama Jaiteh mulai menekankan pentingnya menyikapi 

argumen tentang agama yang membenarkan FGM. 

Jaiteh kemudian menganjurkan penilaian ulang atas 
teks Quran dengan mengatakan “There’s no valid 

hadith they can bring to support their claims. Let 
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everybodygo back and read, conduct research. Islam is 
islam it is here to preserve the interests and rights of 

the woman. This FGM is completely against Islam” 

(Topping, 2014) 

Pendapat yang ada di kalangan ulama islam 
sangat beragam, ada yang berpendapat bahwa wahyu 

yang ada di Qur’an mengindikasi bahwa FGM tidak 

dilarang sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu 

tidak dianjurkan dan bukan kewajiban agama. 
Pentingnya menggaet pemimpin agama merupakan 

bentuk prioritas utama dari usaha negara dalam 

menyampaikan masalah FGM. Dalam Forum 
Internasional yang diselenggarakan di Gambia pada 

Mei 2009, acara ini didukung oleh Imam Besar dari 

Mesjid Banjul. Acara ini menuntun ke 
penandatanganan Deklarasi Brufut tentang kinerja 

pengabaian FGM yang menyatakan “Religion is often 

misrepresented to sustain(...) FGM/C and urges 

‘informed religious scholars be engaged in tye 

movement to end FGM/C” (28 Too Many, 2015) 

Sejak 2009, forum telah mengatur untuk 

melakukan dialog untuk berdiskusi antar organisasi, 

kementrian dan majelis islam besar. Kemudian pada 
tahun 2011, konfrensi ulama islam dari afrika barat 

yang di selenggarakan di Mauritania untuk 

mendiskusikan praktik yang menyakiti wanita. Ulama 

islam saat ini setuju bahwa prinsip islam yang pada 
dasarnya adalah ‘tidak melakukan kekerasan’. 

Walaupun sudah ada fatwa yang melarang tindakan ini 

secara syaria dan ada 2 ulama Gambia yang menghadiri 
konfrensi yang mendukung fatwa tersebut namun 

majelis besar Islam di Gambia masih belum 

menyampaikan bahwasanya FGM tidak berkaitan 

dengan Islam (28 Too Many, 2015) 
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3. Media 

Kebebasan media dijamin oleh konstitusi 

Gambia walaupun masih dengan beberapa larangan 

yang signifikan, dikarenakan jurnalis dan media sering 

dijadikan sasaran untuk kekerasan, intimidasi dan 
penahanan, kemudian muncul hukum yang ketat 

melalui konstitusi termasuk News Paper Registration 

Act (2004) dan Newspaper Amendment Act (2004). 
Kemudian, pada tahun 2013 majelis nasional 

mengumumkan perihal tindakan yang berhubungan 

dengan penyebaran informasi dan komunikasi yang 

akan dikenakan denda hingga 3 juta dolar gambia jika 
diketahui menyebarkan berita palsu baik di dalam 

negeri ataupun luar negeri dengan cara online ataupun 

tidak (Reporters Without Borders, 2013). 

Pemerintah kemudian mengawasi media dan 
menggencarkan pelarangan pada informasi yang 

dikategorikan sebagai “anti-establishment”. Akses 

terbuka pada media online juga dilarang termasuk 
diantaranya The Gambia Echo dan Freedom 

Newspapers. Pada tahun 2012 stasiun radio Teraga 

ditutup dan pada tahun 2013 Daily News dan The 

Standard dipaksa untuk tutup (Freedom House, 2013) 

Pada tahun 1990 ketika media sangat di dikte 
oleh persetujuan pemerintah atas ‘standards of 

acceptability’ dan mempertimbangkan pentingnya 

posisi pemerintah terhadap masalah FGM dalam 
pembuatan program dan publikasinya. Wakil presiden 

mengindikasi pemerintah untuk ‘discourage such 

harmful practices’ (28 Too Many, 2015). Ketika media 

(terutama stasiun radio) dilarang secara terbuka untuk 
mendiskusikan masalah yang terkait efek kesehatan 

dari FGM dan menyampaikan pesan-pesan ajakan 

untuk melawan praktik tersebut (28 Too Many, 2015). 
Walaupun pelarangan ini secara perlahan diangkat, 

NGO tetap menggunakan media untuk advokasi guna 
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melawan praktik tersebut karena masih adanya 
larangan di beberapa sektor. Stasiun radio di Gambia 

masih secara terbatas membahas FGM secara eksplisit. 

Dibalik kesulitan yang dihadapi media dalam 

menyiarkan masalah FGM, pada tahun 2010 
GAMCOTRAP membuat workshop media terkait 

FGM dan kekerasan domestik.  Dimana 30 jurnalis dan 

reporter dari stasiun radio, media cetak dan media 

berita online serta persatuan pers gambia yang 
menerima pelatihan bagaimana cara melaporkan FGM 

(28 Too Many, 2015). Publikasi koran telah 

memasukkan laporan terkait aktivitas yang 
menyangkut FGM, termasuk Forum Pemuda yang 

perduli terhadap FGM pada tahun 2014 (The Point, 

2014). Pada peluncuran ‘The Girl Generation 
Campaign’ dan deklarasi umum atas pengabaian FGM 

di Wilayah Sungai Atas seperti ‘Gambia: 21 Serahuleh 

Communities Abandon FGM in URR’ (The Daily 

Observer, 2013). 

Ada pihak yang kontra dengan di 
publikasikannya artikel berjudul ‘FGM: should we 

‘drop the knife’ or hold on to it ?’ oleh The Point. Di 

wilayah sungai atas program radio yang membahas 
tentang FGM/C menjadi populer dibandingkan topik-

topik lainnya dikarenakan ada lebih dari  220.000 

pendengar yang sering diajak berdiskusi kemudian 

program radio ini berkontribusi juga atas penurunan 
dukungan publik terhadap adanya praktik FGM/C dan 

pernikahan dini di wilayah tersebut (28 Too Many, 

2015) 

Kampanye media untuk mengakhiri FGM 
diluncurkan di Gambia pada tanggal 30 Januari 2015 

oleh Koran The Standard yang dikepalai oleh Sainey 

Darboe sebagai Editor. Kampanye ini berkolaborasi 

dengan UNFPA, Think Young Women and Safe Hands 
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for Girls, The Girl Generation dan The Guardian, 
Kampanye media global yang bertempat di UK pada 

tahun 2014 untuk ‘amplify the work being done by 

grassroots activists and campaigners trying to work 
towards the end of Female Genital Mutilation’ (28 Too 

Many, 2015). 

D. Target Advokasi Yang Dilakukan Oleh 

GAMCOTRAP 

Fokus dari advokasi yang dilakukan oleh 

GAMCOTRAP dalam tingkatan masyarakat sangat 

beragam mulai dari wanita, pria, pemimpin saran lokal, 
pemuka agama dan kaula muda dan dengan bekerja sama 

dengan pihak-pihak yang berwenang GAMCOTRAP 

menjadi fasilitator. Dalam tingkat kebijakan target dari 
advokasi yag dilakukan adalah majelis nasional dan agen-

agen pemaksa keputusan hukum termasuk juga diantaranya 

institusi pendidikan dan juga pergerakan masyarakat secara 

umum. 

Sistem pendekatan yang digunakan oleh 
GAMCOTRAP dalam melakukan usaha 

pengadvokasiannya adalah dengan kepekaan oleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

    

 

 
Bagan 1 Sistem pendeketan untuk menghapuskan FGM 
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Pendekatan seperti ini digunakan oleh GAMCOTRAP 
karena kepercayaan antara GAMCOTRAP dan masyarakat 

yang telah terbangun secara kuat guna membuka mata 

masyarakat mengenai masalah FGM di Gambia. 
Pendekatan ini didasari oleh intervensi yang ada di 

masyarakat Gambia dan juga program-program yang 

dijalankan oleh masyarakat gambia, guna mengembangkan 

pemahaman tntang jaringan sosial dan hubungan antara 
masyarakat. Dan disini dijelaskan secara teknis tentang 

bagaimana masyarakat saling terkait dan bagaimana sosial 

budaya yang ada di  masyarakat berjalan berdasarkan 
kekerabatan dan interelasi, termasuk diantaranya 

kebudayaan yang dikelilingi oleh kesakralan dan pengertian 

atas dinamika dan pola dari pengambilan keputusan secara 
konsensus atas keputusan yang akan diambil dengan 

mengarahkan untuk mendidik masyarakat. Pendekatan ini 

telah membantu GAMCOTRAP secara strategis untuk 

mengimplementasikan dengan persentase kesuksesan 
sebesar 100% tentang pengabaian FGM melalui deklarasi 

publik. 

 Pendekatan ini telah dilakukan di Gambia sejak tahun 

2007-2015 sudah ada 158 kasus dan 1015 masyarakat yang 
telah membuat pernyataan publik untuk melawan FGM 

melalui upacara Dropping of the Knife Celebrations. 

Keberadaan masyarakat ini sangat penting guna 

menimbang tingkat kesuksesan sistem pendekatan ini dan 
kemudian oleh GAMCOTRAP pendekatan ini digunakan 

untuk semua agama karena pendekatan ini di khususkan 

namun tidak terbatas pada : 

 Masyarakat kluster memiliki kesamaan letak 

geografis dan adanya tingkat sosialisasi yang 
tinggi serta adanya penyebaran informasi yang 

mudah antar kelompok. 

 Adanya pernikahan antar suku diantara mereka 

karena adanya kesamaan dalam pola 
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kebudayaan termasuk praktik, hubungan dan 
ikatan keluarga. 

 Adanya pemimpin masyarakat yang seringkali 

berasal dari dewan para tetua guna 

mendiskusikan isu-isu yang mempengaruhi 
komunitas mereka melalui struktur tradisional. 

 Setiap tingkatan memiliki poin utama yaitu 

semakin besar masyarkat dan 

kepemimpinannya dalam melayani tinjauan-

tinjauan dan poin yang meyakinkan untuk 
pelatihan dan kampanye informasi dengan 

berbagai kelompok target. 

 Setiap tingkatan memiliki penyunat dan 

bidannya tersendiri. Mereka dibatasi oleh 
peraturan yuridiksi wilayah, kepercayaan dan 

sejarah untuk tidak melakukan penyunatan 

terhadap gadis dari kelompok lain terkecuali 
mereka dimintai tolong. Hal ini juga 

merupakan salah satu target penting dalam 

penghapusan FGM di masyarakat. 

 Setiap tingkatan mempunyai rata-rata 10 

komunitas namun ada beberapa yang 
menggolongkan beradasrkan keturunan dan 

pola kedudukan. Tingkatan ini biasanya 

memiliki 15 – 20 kedudukan yang umumnya 
dekat dengan keadaan geografis namun juga 

beradarkan praktik dan kepemimpinan 

tradisional yang unik. 

 Dalam beberapa kasus, tingkatan yang 

memiliki kesamaan struktur lokal seperti pos 

kesehatan, sekolah dan tempatjual beli dan ada 

juga sehingga memiliki poin yang 

menguntungkan bagi masyarakat. 

 Secara politik, semua anggota tingkatan 

memiliki poin untuk memilih tanpa paksaan. 
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Usaha guna meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang penghapusan atas praktik tradisional yang 

menyakitkan yang sebagian besar diambil ahli oleh NGO 

seperti The Gambia Family Planning Association (GFPA), 
The Association for Promotion Girls and Women 

(APGWA), BAFROW, GAMCOTRAP dan The Child 

Protection Alliance (CPA). GAMCOTRAP berperan 

sebagai penggagas dari adanya kampanye untuk 
mengakhiri praktik FGM di Gambia. Keinginan politik 

secara umum tidak mengekspresikan untuk untuk 

memastikan kesepakatan yang telah dibuat dibawah 
Kebijakan Gender Nasional dan Penguatan Perempuan di 

tahun 2010-2020 yang mana menyatakan “to lobby forthe 

elemination of all forms of discrimination and harmful 

sexual and cultural practices by 2015”. 

GAMCOTRAP melakukan usaha pelobian kepada 

kelompok Nasional yang telah terpilih sejak 2005. Dengan 

hasil dari konsultasi yang terjadi adalah adanya konsensus 

bahwa FGM akhirnya dianggap sebagai tindakan kriminal 
namun pada akhirnya kongres nasional dianggap tidak 

memberikan perhatian yang tepat dalam pengusulan draft 

yang akan dibawa ke kongres nasional untuk di 
pertimbangkan. GAMCOTRAP berdasarkan rekomendasi 

bentuk lanjutan dari gerakan sosial dalam tingkat akar 

rumput untuk hukum, mengkontrak konsultan yang sah 

untuk mengembangkan draft proposal untuk melarang 
FGM di Gambia.  Draft proposal ini ditujukan untuk 

Konsultan Nasional pada Januari 2013, hal ini telah di 

telaah dan di rekomendasikan dan telah disetujui oleh 
delegaasi. Lebih dari 250 delegasi termasuk diantaranya 

keseluruhan kepala desa di Gambia, pemimpin perempuan, 

pimpinan desa dan partisipan pemuda. Hal ini menyorot 
perhatian yang luas termasuk media pemerintah. Dengan 

memfasilitasi proses ini sebgai bentuk dukungan kepada 

pemerintah Gambia, revisi draft termasuk pihak penuntut 

dan hukuman dari pelanggar dan kebijakan tersebut dikirim 
ke Kementrian Hubungan Wanita, Biro Kewanitaan dan 
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Menteri Keadilan untuk mengambil tindakan selanjutnya 
sejak tahun 2013. Bagaimanapun tidak ada pengakuan pasti 

atas pengajuan tersebut. 

Sebagai aktor utama dalam usaha mengadvokasi untuk 

mengakhiri FGM, GAMCOTRAP berusaha untuk 
berunding dengan majelis masional guna mendukung 

proses dan memberitahu mereka mengenai hasil dari UPR 

yang berkaitan dengan FGM dan pernikahan dini, namun 

hal tersebut ditolak. Sebagai alternatif pada Mei 2015, 
GAMCOTRAP merencanakan perundingan nasional 

lainnya dengan para pemimpin dan konselor wanita 

nasional untuk menyampaikan penetapan hukum yang 
dapat melarang FGM. Dikarenakan sudah banyak 

kesadaran terhadap FGM yang diciptakan, ini saatnya untuk 

memperkuatnya dengan hukum yang secara legal melarang 
adanya FGM. Dikarenakan pemerintah belum menyetujui 

dan mempublikasikan rencana negara untuk mempercepat 

penghapusan terhadap FGM pada tahun 2015-2017. Salah 

satu cara yang diambil GAMCOTRAP adalah melalui 
kerjasama dengan pemimpin masyarakat yang dapat 

mempengaruhi parlemen melalui strategi politik seperti 

pada saat musim pemilihan. 

Selama masa percobaan tersebut, GAMCOTRAP 
mendapatkan respon yang positif sebanyak 10.791 orang 

dalam kurun waktu tahun 2011-2013 setuju atas deklarasi 

publik tersebut.  
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Bagan 2 Dampak advokasi GAMCOTRAP untuk mengakhiri 
FGM 

Sebagaimana yang diindikasi di grafik diatas, 

GAMCOTRAP telah melakukan peningkatan terkait 
kesadaran atas masalah FGM sejak tahun 2007 hingga 

tahun 2013, sebanyak 128 penyunat dan 900 masyarakat 

telah membuat deklarasi publik untuk mengakhiri FGM. 
Dan semakin banyak masyarakat yang mengambil langkah 

untuk mengakhiri FGM dan membuat deklarasi publik 

melalui dropping of the knife ceremony. 

 Walaupun negara telah menyebarkan informasi 

mengenai FGM dan pernikahan dini di segala tingkatan 
masyarakat yang belum mengetahui secara jelas guna 

mendengarkan opini publik mengenai kebijakan yang 

memihak pemerintahan. 

Dikarenakan kurangnya kesadaran wanita terhadap 
hukum-hukum dan kebijakan yang ada, membuat NGO 

pada akhirnya menyampaikan informasi tersebut melalui 

peningkatan kesadaran dari berbagai kelompok target 

terkait praktik diskriminasi dan hak mereka. NGO dan 
Women’s Rights Organizations telah melakukan banyak hal 

guna menggapai masyarakat agar dapat menciptakan 

kesadaran atas efek yang ditimbulkan dari FGM dan 
pernikahan dini dalam kehidupan wanita dan anak 

perempuan. 
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GAMCOTRAP sebagai Organisasi Hak-Hak Wanita 
yang terkemuka bekerja dalam bidang Kesehatan 

Reproduksi dan Seksual serta Hak Wanita mencakup 

seluruh negara dengan informasi yang menghasilkan 128 
penyunat dan 900 masyarakat membuat deklarasi publik 

dalam upacara ‘Drop the Knife; antara tahun 2007 hingga 

2013. Di tahun 2015, 107 masyrakat dan 30 penyunat 

lainnya menyetujui terkait deklarasi publik tersebut. 
Targetnya mencakup Pemimpin Masyarakat, Pemimpin 

Agama, pasukan militer, pemimpin wanita, wanita dalam 

usia produktif, penyunat, dukun beranak, komunikator 
tradisional, kaula muda dan kaum professional seeperti 

guru dan jurnalis. Gubernur dari semua wilayah dan 

pemimpin desanya untuk ambil andil dalam mendukung 
kampanye ini. Lebih lanjut, organisasi tersebut mengambil 

kesempatan yang ada untuk membagikan hal tersebut 

melalui media cetak dengan bekerjasama dengan surat 

kabar lokal, radio lokal dan sosial media untuk menggaet 

masa yang lebih luas. 

Ada hambatan dalam merangkul wanita melalui media 

dikarenakan adanya tantangan untuk membicarakan isu 

yang tabu dan hal yang mempengaruhi hak wanita. Televisi 
nasional secara perlahan mulai memilah isu-isu wanita 

yang dapat disiarkan. Hal ini dapat disangkut pautkan 

dengan keterlibatan wanita dalam posisi pengambilan 

keputusan di jajaran media yang berbeda. Keterlibatan 
wanita secara profesional dalam pengambilan keputusan di 

media Gambia masih sangat sedikit dibandingkan dengan 

keterlibatan pria. Pada media lokal, di dunia pertelevisian 
Gambia hanya ada 2 dari 11 unit yang dikepalai oleh wanita 

dan di media cetak tidak ada editor perempuan di 7 koran 

lokal. Serta di persatuan media Gambia, ada 9 pria dan 2 
perempuan dalam jejeran kepemimpinan dan perempuan 

lainnya di kooptasi di jejeran kepemimpinan tersebut. 
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Bagan 3 Keterlibatan wanita dalam menyuarakan masalah 
FGM emlalui Media Massa 

Secara hukum, Gambia telah meratifikasi banyak 
kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan FGM ini, serta 

sistem pemerintahan resmi dari Gambia sendiri adalah 

perpaduan antara hukum Inggris umum, hukum Islam dan 

hukum adat. Konstitusi Gambia secara terbuka tidak secara 
khusus merujuk pada praktik yang menyakitkan atau FGM. 

Ayat 21 menyatakan bawa tidak ada seorangpun yang 

seharusnya menjadi subjek untuk di siksa atau dianiaya, 
hukuman yang merendahkan atau perlakuan lainnya. Pada 

ayat ke 28 dari Hak wanita mengedepankan kesetaraan dan 

di ayat 29 dari hak anak-anak bertujuan untuk membuat 
undang-undang yang akan diberlakukan demi kepentingan 

terbaik anak-anak. 



56 
 

 

Hukum utama yang mengkriminalisasikan FGM di 
Gambia adalah Women’s (Amandement) Act 2015 yang 

memperkenalkan pada bagian 32A dan 32B kedalam 

Women’s Act of 2010. Hukum lain yang bersangkut paut 
tentang perlindungan wanita dan anak melawan FGM di 

Gambia termasuk Criminal Code and the Children’s 2005. 

Implementasi dari hukum tersebut dapat dilihat sejak di 

perkenalkannya Women’s (Amendment) Act 2015, The 
Ministry for Women;s Affairs adalah instrumen pemerintah 

yang bertanggung jawab atas pemberian petunjuk dan 

proposal kebijakan dalam hal isu yang menyangkut 
perempuan di Gambia. The National Women’s Council dan 

Women’s Bureau melobi untuk penegakan undang-undang 

perempuan dan hak-hak perempuan. Pada tahun 2009 
didirikan lah The National Steering Committee on FGM/C 

yang bertanggung jawab  atas pengkoordinasian tugas 

untuk mengakhiri praktik di seluruh Gambia dan ditahun 

yang sama Gambia juga menjadi bagian dari UNJP yang 
berkegiatan dalam layanan dukungan untuk perempuan dan 

anak perempuan yang terkena dampak FGM dan juga 

menyediakan pelatihan bagi para tenaga kesehatan, 
pemimpin tradisional dan agama serta para penegak hukum. 

Instrumen kebijakan lebih lanjut yang di berlakukan di 

Gambia juga mencakup National Plan of Action Against 
Gender Based Violence (2013–2017) dan The National 

Gender Empowerment Policy (2010–2020). 

Gambia yang memiliki jaringan luas akan NGO 

termasuk GAMCOTRAP yang bekerjasama dengan UNJP, 

kementrian pemerintah dan National Steering Committee 
untuk mengakhiri praktik FGM. NGO dan masyarakat sipil 

telah melakukan upaya untuk menyebarluaskan konten 

Undang-Undang Anti-FGM sejak awal, termasuk melewati 
berbagai program sensitisasi dan terjemahan ke dalam 

bahasa lokal. Meskipun pada awalnya undang-undang baru 

tersebut membawa perdebatan di banyak komunitas 

dikarenakan subjeknya yang sangat tabu, pelarangan atas 
tindakan FGM juga mendapatkan banyak tentangan dari 
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mereka yang percaya bahwa hal tersebut harus terus 
berlanjut berdasarkan tradisi dan agama. Para aktivis sangat 

mendukung dengan diperkenalkannya Women’s 

(Amendment) Act 2015 oleh presiden sebelumnya yaitu 

Yahya Jammeh (28 Too Many, 2018). 

 


